
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

/TI.02 /K.KR/ NOMOR : 4/HK.01.01/K.KR-01/06/202500708/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

Menimbang: a. Bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal  3  Peraturan

Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi

Publik,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Kabupaten  Karimun

Provinsi  Kepulauan  Riau  perlu  menetapkan  pengklasifikasian

informasi publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi

Publik;

b. Bahwa  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Badan  Pengawas

Pemilihan  Umum Nomor  1  tahun  2022  tentang  perubahan  atas

Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Nomor  10  Tahun

2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

diperlukan  adanya  pemutakkhiran  Klasifikasi  Daftar  Informasi

Publik;

c. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  huruf  a  dan  b

dipandang  perlu  menetapkan  Keputusan  Ketua  Bawaslu

Kabupaten Karimun tentang penetapan Daftar Informasi Publik.

Mengingat: 1. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan

Informasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

2. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009

Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
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4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemerintah Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang   Penetapan  Peraturan

Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020

Tentang  Perubahan Ketiga Atas  Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Penetapan Peraturan

Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014

Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  Menjadi

Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan

Informasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

6. Peraturan  Presiden  Republik  lndonesia  Nomor  68  Tahun  2018

tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Wewenang,  Organisasi  dan

Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretaris  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan

Sekretaris  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar

Layanan lnformasi Publik;

8. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  1  Tahun

2021  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum  Kabupaten/Kota,  Dan  Sekretariat  Panitia  Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan;
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Ditetapkan di : Karimun
Pada tanggal       : 23 Juni 2025  

KETUA

${ttd}

MUHAMMAD ISKANDAR

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022

tentang  perubahan  atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi  Publik  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1147);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor  1  Tahun 2020 tentang Tata

Kerja  Dan  Pola  Hubungan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,

Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Badan  Pengawas

Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota,  Panitia  Pengawas  Pemilihan

Umum  Kecamatan,  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri,

dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memutuskan :

Menetapkan

Kesatu : Menetapkan  Keputusan  Ketua  Kabupaten  Karimun  tentang

Penetapan  Daftar  Informasi  Publik  Badan  Pengawas  Pemilihan

Umum Kabupaten Karimun Tahun 2025;

Kedua : Daftar Informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu terdiri atas :

a. Informasi  yang  Wajib  Disediakan  dan  Diumumkan  secara

Berkala;

b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan

c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Ketiga : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun

ini merupakan data yang sudah terpublish di website PPID  sejak

Januari-Juni 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam  penetapan  ini  maka  akan  diadakan  perbaikan  atau

perubahan sebagaimana mestinya.
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NO RINGKASAN ISI INFORMASI UNIT YANG 

MENGUASAI 

INFORMASI

PENANGGUNGJAWAB 

PEMBUATAN ATAU 

PENERTIBAN

INFORMASI

WAKTU PEMBUATAN 

INFORMASI

BENTUK 

INFORMASI

JANGKA 

WAKTU

MEDIA

1 Visi dan Misi HPPH
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2023 softcopy

2 Struktur Organisasi HPPH
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2023 softcopy

3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban HPPH
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2023 softcopy

4 Alamat HPPH
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2023 softcopy

5 Profil Pimpinan HPPH
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2023 softcopy

6 Profil Sekretariat HPPH
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2023 softcopy

7 Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2024 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 hardcopy  

8 Rekapitulasi Kegaiatan Bulanan yang sudah dilaksanakan SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

9 Waktu yang diperlukan pada permohonan informasi SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

10 LHKPN Koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

11 Realisasi anggaran 2024 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 hardcopy

12 RKA-KL Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karimun SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

13 RKA-KL Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Karimun SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2023 softcopy

14 SK dan Lampiran DIP Tahun 2024 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

15 SK dan Lampiran DIP Tahun 2025 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2025 softcopy

16 Laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2023 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

17 LHKPN Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2024 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

18 Realisasi keuangan Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2023 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2023 softcopy

19 SK dan Lampiran DIP Tahun 2023 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

20 RKAKL Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2023 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy
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KELEMBAGAAN



21 Struktur organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Karimun SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

22 Alasan Penolakan permintaan informasi Publik SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

23 Rekapan LHKSN Bawaslu Kabupaten Karimun SDMODI KOORDINATOR SEKRETARIAT 2024 softcopy

24 Daftar Aset Bawaslu Kabupaten Karimun SDMODI KOORDINATOR SEKRETARIAT 2024 softcopy

25 Informasi publik lain yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat SDMODI KOORDINATOR SEKRETARIAT 2024 softcopy

26 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota SDMODI KOORDINATOR SEKRETARIAT 2024 softcopy

27 Jumlah permintaan Informasi yang diterima SDMODI KOORDINATOR SEKRETARIAT 2024 softcopy

28 jumlah permintaan informasi yang dikabulkan SDMODI KOORDINATOR SEKRETARIAT 2024 softcopy

1 Laporan pengawasan pencalonan Bawaslu Kabupaten Karimun tahun 2024 HPPH
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

2 ringkasan laporan hasil pengawasan pada Pemilu serentak tahun 2024 HPPH
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

3 Rekapan pencegahan Bawaslu Kabupaten Karimun pada Pemilu serentak Tahun 2024 HPPH
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

NO RINGKASAN ISI INFORMASI UNIT YANG 

MENGUASAI 

INFORMASI

PENANGGUNGJAWAB 

PEMBUATAN ATAU 

PENERTIBAN INFORMASI

WAKTU PEMBUATAN 

INFORMASI

BENTUK 

INFORMASI

JANGKA 

WAKTU

MEDIA

1 SE Kewaspadaan Covid-19 Tahun 2025 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2025 softcopy

NO RINGKASAN ISI INFORMASI UNIT YANG 

MENGUASAI 

INFORMASI

PENANGGUNGJAWAB 

PEMBUATAN ATAU 

PENERTIBAN INFORMASI

WAKTU PEMBUATAN 

INFORMASI

BENTUK 

INFORMASI

JANGKA 

WAKTU

MEDIA

1 Formulir penolakan atas informasi SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

2 Daftar Informasi yang dikecualikan pada Bawaslu SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

3 SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

4 SOP Uji Konsekuensi SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

5 SOP Pendokumentasian Informasi Publik SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

6 SOP Permohonan Informasi Publik SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

7 Form permohonan dan Persetujuan izin pada Bawaslu SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

8 Tata cara Pelaporan penyelahgunaan wewenang Pejabat diBawaslu SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

9 Formulir atas jawaban informasi SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

10 Form alasan Pengajuan keberatan SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

KEPEMILUAN

INFORMASI SERTA MERTA

KELEMBAGAAN

KELEMBAGAAN
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11 Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2024 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

12 Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2023 softcopy

13 SK TIM Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2025 softcopy

14 SK Tim PPID Bawaslu Kabupaten Karimun tahun 2023 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2023 softcopy

1 Laporan komperhensif Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2024 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

2 Data pengawas ad-hoc Bawaslu Kabupaten Karimun pada Pemilu serentak Tahun 2024 SDMODI
KOORDINATOR

SEKRETARIAT
2024 softcopy

KEPEMILUAN


